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PUTUSAN
Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Bpp

o5l gzl alll pans
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis

telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK 6409044305890007 03 Mei 1989, agama

tempat tinggal di

imantan Timur,

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan tanggal 13 Maret 2019 dengan Nomor
538/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
pada tanggal 20 Maret 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
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Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 075/15/111/2007, tanggal 20 Maret 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah sewaan di XXX, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur selama 3 bulan, kemudian berpindah tempat,
terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. XXX, lahir di Semoi : 8
b. XXX, lahir di Balilgfjée 4 j Man anak tersebut

\

Penggugat dengan Tg fogsraf myHay/ MO NarmMo i%k ena antara

Penggugat, dan setiap Penggly
Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengindahkan pertanyaan
Penggugat, malahan Tergugat langsung marah begitu saja, dan
Tergugat juga tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar
kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering pula mengucapkan
kata pisah kepada Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali
terjadi, dan Tergugat juga ketika sudah marah besar, Tergugat
seringkali menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk KDRT;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan
rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor
penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
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7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 06 Januari 2018, yang
akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya
pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Pengg

gat mengadukan masalah

ini ke Pengadilan Agama Balijgde a&GAM‘q
Q, Mgat mohon agar

Q\. g memeriksa

) %\ ) i

<

dan mengadili perkara ini,
berikut:

3. MembebankaR\btaya ra kepa at:
Atau apabila Pengad i Y befPendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilgya; &

Menimbang, bahwa pada ----- 6

Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan

yang telah ditentukan,

Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah meskipun menurut relaas
panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 20
Maret 2019 untuk sidang tanggal 28 Maret 2019 dan relaas panggilan
bertanggal 1 April 2019 untuk sidang tanggal 04 April 2019, kepada
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan
Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut
hukum;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati
Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat
cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah
surat gugatanPenggugat bertanggal 12 Maret 2019 yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor 075/15/111/2007 bertanggal 23 Maret 2007 yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamata, Sepaku, Kabupaten Pejam

persidangan juga telah
pertanyaan majelis menga
1.

- Bahwa Penggugat dan Tefgmege
2007 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU;

8fah menikah pada tahun

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota
Balikpapan;

- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berlangsung rukun, namun sejak akhir 2009 sering bertengkar;
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- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena
Tergugat sering marah, bersikap kasar dan melakukan
kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar
setelah bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya
pada Januari 2018, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak berkumpul

lagi;

- Bahwa saksi telah rpé€ Y&t agar hidup rukun
lagi dengan Tergugaffakal -
2. XXX, Semoi, j 2 &g, Ryndidikan SD,
pekerjaan XXX, ber ,‘%)t
di bawah sumpah nje Hteramga -oo

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berlangsung rukun namun sejak Desember 2009 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena
Tergugat sering melakukn kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar
karena dipukul oleh Tergugat saat bertengkar;

- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada Januari

2018, akibatnya Penggugat pergi dari rumah bersama
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meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah
berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar
rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim
segera menjatuhkan putusannya;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan
ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian tak

Menimbang, bahwa , {EriaNe ‘ Ybgugat pada
pokoknya adalah sebagai

Menimbang, bah

Penggugat supaya ah ya serta
mengurungkan maksudnyaibe dgan Teugata an Metapi upaya
tersebut tidak berhasil; 4

Menimbang, bahwa yagg njadi pokok Aflsalahan dalam

Penggugat dengan Tergugat dalam ruma g0anya (broken marriage);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun
orang lain sebagai wakillkuasanya yang sah tidak memberikan
jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan
secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh
karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk
menjawab/mempertahankan dalil-daliinya menjadi gugur, dan sesuai
ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus
dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut

ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;
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Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan
dengan ketentuan dalil fighiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab
Ahkam Al Qur’an, juz Il halaman 405 sebagai berikut:

d 5>V plls 969 wzu pld proliweall plS> o 2S5 Al ne5 o

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan
itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya,”

XXX dan XXX,
sebagaimana telah diuraika

Menimbang, bahwa
keterangan saksi-saksi maka h
dan Tergugat telah terikat dalam sa perkawinan dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah
diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama
lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami
istri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2007 di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Provinsi Kalimantan Timur;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXX, Kota
Balikpapan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berlangsung  rukun namun sejak Desember 2009 sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah, bersikap
kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai

puncaknya pada Januari 2018, akibatpya=Renggugat pergi dari rumah

dengan Tergugat akan

Menimbang, bahw

tersebut di atas maka yang menjadi Pemma@sefdhan hukum selanjutnya
adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan
dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga
gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra
Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ‘perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga
apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya

perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas.dari sendi—sendinya;

pendapat
at kitab A/

gannya terhadap
enjatuhkan talaknya

laki-laki (suaml) dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah
dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan
telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan alasan perceraiannya juga telah sesuai dengan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan
telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai

dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat
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dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam_pg an perundang-undangan

1.

2.
3.
terhadap Pengguga
4, !
00,- (empa

0
N

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada
hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal
28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa’i, M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah
Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 10 dari 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa’i, M.H.

Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran
Proses
Pemanggilan
Redaksi
Meterai
Jumlah

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 11 dari 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Halaman 13 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



